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ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Pemerintah daerah yang menjalankan Jaminan Kesehatan Daerah

wajib untuk mengintegrasikannya ke Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran

Jaminan Kesehatan. Begitu pula dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghentikan Program Jamsoskes Sumatera
Selatan Semesta mulai tanggal 1 Januari 2019 dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 057/DINKES/SE/2018. Penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis implementasi integrasi Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta ke Program JKN di Kota
Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui mendalam, telaah dokumen dan observasi

lapangan. Informan berjumlah <7 orang yang dipilih dengan teknik purposive, yang dilakukan di Dinas Keschatan, BPJS

Kesehatan, Dinas Sosial, dan Puskesmas. Komunikasi (Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi) dalam pelaksanaan integrasi

dilakukan cukup baik karena setiap dinas terkait telah menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 057/SE/DINKES/2018 dan
menyebarkan informasinya secara jelas dan konsisten ke unit pelaksana dibawahnya. Sumber daya, masih terdapat hambatan
berupa dana dan keterbatasan data penduduk miskin. Disposisi, semua pihak yang terlibat dalam integrasi Jamsoskes ke JKN
di Kota Palembang mendukung pengintegrasian ini. Struktur Birokrasi, belum terdapat Standard Operational Procedure (SOP)
pada beberapa instansi untuk melaksanakan integrasi Jamsoskes ke JKN. Penyebaran tanggung jawab dilakukan dengan cara
rapat koordinasi pemangku kepentingan. Pelaksanaan integrasi Jamsoskes ke Program JKN di Kota Palembang masih

mengalami hambatan berupa keterbatasan dana untuk mengcover masyarakat yang belum mendapat jaminan kesehatan dan
data penduduk miskin yang belum diverifikasi dan divalidasi sehingga sebaiknya Dinas Sosial perlu melakukan perbaikan data
masyarakat secara langsung dengan melakukan pendataan masyarakat miskin di Kota Palembang.

ABSTRACT

Based on Presidential Regulation No. 82, 2018, the regional governments that carry out the Regional Health Insurance are
obliged to integrate it into the National Health Insurance Program held by the BPJS Health Moreover, the Government of
South S a Province suspended the J kes South Sumatera Uni Program from January 1%, 2019 by issuing
Circular Letter Number 057 / DINKES / SE / 2018. This study aims to analyze the implementation of the integration of the
Jamsoskes South Sumatera Universe into the JKN Program in Palembang City. This study used a qualitative approach
through in-depth interviews, document review and field observations. There were 7 informants selected by purposive
technique that was held at the Health Office, BPJS Health, Social Service, and Public Health Center. Communication
(Transmission, Clarity and Consistency) in implementing the integration of Jamsoskes Sumsel Semesta were already good
enough because each relevant agency had followed up the Circular Letter Number 057/SE/DINKES/2018 and disseminate the
information clearly and istently to the impl ing unit below. Resources, there were still obstacles in the form of funds
and the limited data of the poor people. Disposition, all parties involved in the integration of Jamsoskes to JKN in Palembang
City supported this integration. Bureaucratic Structure, there was no Standard Operational Procedure (SOP) at several
relevant agencies to carry out the integration of Jamsoskes into JKN. Distribution of responsibilities is carried out by means
of stakeholder coordination meetings. The integration of Jamsoskes into the JXN Program in Palembang City still faces some
obstacles in the form of limited funds to cover people who have not received the health insurance and the data of the poor
people that has not been verified and validated so that the Office of Social Affairs needs to directly improve the community
data by conducting the data collection on poor people in the I'alembang city.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 bahwa kesehatan
merupakan salah satu bagian kesejahteraan umum yang harus diwujudkan
sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
melalui pembangunan nasional yang bekesinambungan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan
perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha
bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan,
serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu untuk
melaksanakan amanat undang-undang, pemerintah berkewajiban memberikan
suatu program kesehatan yang dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh
masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, setiap orang berhak atas
jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan
meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang
sejahtera, adil, dan makmur. Untuk itu, pemerintah memberikan suatu jaminan
kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia dengan mengembangkan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN dijalankan berasaskan
kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang
bertujuan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak baik
untuk peserta maupun anggota keluarga yang telah membayar iuran.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan salah satu bagian penting
untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan
pelaksanaan jaminan kesehatan dapat dilihat dari pencapaian aspek pelayanan
kesehatan, sumber daya manusia dan anggaran, sumberdaya peralatan kesehatan,
regulasi dan lain sebagainya sehingga dapat memunculkan sinergi antara semua
aspek yang dapat mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan agar berjalan

dengan baik (Rustam,2018).
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Cakupan masyarakat miskin di Sumatera Selatan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan secara komprehensif telah mencapai 100%. Hal ini
dikarenakan adanya program Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan bagi
masyarakat miskin. Namun, program Jamkesmas memiliki kuota tertentu
sehingga tidak semua masyarakat miskin di Sumatera Selatan bisa memanfaatkan
program ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Sumatera Selatan membuat
suatu program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) berupa Jaminan Sosial
Kesehatan Sumatera Selatan Semesta yang diperuntukan untuk masyarakat miskin
yang tidak memiliki asuransi kesehatan lain dan tidak terdaftar sebagai penerima
Jamkesmas (Dinkes Prov Sumsel, 2015).

Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) merupakan merupakan upaya
pemerintah daerah dalam menjamin kebutuhan masyarakat akan kesehatan
terutama bagi masyarakat miskin. Terdapat dua hal yang melatarbelakangi
pemerintah daerah mengembangkan jaminan kesehatan daerah, diantaranya
pertama karena adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerahnya untuk
mengembangan jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. Kemudian didukung
pula dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005
yang memberikan ijin kepada pemerintah daerah untuk membentuk lembaga
sendiri dalam mengelola program jaminan kesehatan di daerahnya masing-masing.
Kedua, adalah kepentingan politik kepala daerah juga menjadi salat satu faktor
pengembangan jaminan kesehatan daerah (Dwicaksono, et al, 2012).

Pada tahun 2007, derajat kesehatan pada masyarakat miskin di Provinsi
Sumatera Selatan masih rendah. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) masih
cukup tinggi yaitu 26,9 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI)
sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup (BPS, 2007). Penyebab rendahnya
derajat kesehatan tersebut adalah sulitnya akses pelayanan kesehatan dimana
pasien harus membayar pelayanan kesehatan dengan uang pribadi (out of pocket)
dan sistem pembayaran tunai (fee for service). Selain itu, terjadi kenaikan biaya
akibat penerapan teknologi yang canggih, adanya karakter “supply induced
demand” dalam pelayanan kesehatan, adanya pola penyakit kronik dan

degeneratif, serta inflamasi. Kenaikan biaya pemeliharaan kesehatan ini selaras
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dengan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga pemerintah daerah
bertanggung jawab untuk mencari solusi untuk permasalahan ini. Sehingga
pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan sistem jaminan sosial
yang dikelola sendiri dengan sebutan Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta yang
diperuntukan bagi masyarakat Sumatera Selatan yang tidak memiliki jaminan
kesehatan (Noname, 2016).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Semesta Sumatera
Selatandibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia
untuk dapat hidup layak dan produktif dan termasuk urusan wajib pemerintahan
daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Selatan,
Pemerintah daerah membentuk suatu program Jaminan Sosial Kesehatan
Sumatera Selatan Semesta yang dikhususkan untuk masyarakat domisili Sumatera
Selatan dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK) serta belum memiliki asuransi lain.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Pasal 102 Tahun 2018
tentang jaminan kesehatan dimana pemerintah daerah yang menyelenggarakan
jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya kedalam program jaminan
kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Artinya dengan
dikeluarkannya Perpres tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib
mengintegrasikan Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta ke Program Jaminan
Kesehatan Nasional melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan nomor
057/SE/DINKES/2018 yang menyatakan bahwa program Jamsoskes Sumsel
Semesta telah dihentikan. Dengan diberlakukannya surat edaran tersebut, per
tanggal 1 Januari 2019 seluruh daerah di Provinsi Sumatera Selatan wajib
mengintegrasikan Jamsoskes Sumsel Semesta ke Program JKN dan menghentikan
Program Jamsoskes untuk pelayanan kesehatannya.

Dalam teori Edward III, terdapat empat variabel yang mempengaruhi
implementasi kebijakan : 1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi suatu
kebijakan dipengaruhi komunikasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran
kebijakan tersebut agar tidak terjadi distorsi implementasi kebijakan; 2. Sumber

daya, meskipun tujuan dan sasaran implementasi kebijakan telah dikomunikasikan
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secara jelas, bila tidak terdapat sumberdaya yang baik dan dan mencukupi maka
pengimplementasian kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya
yang dimaksud merupakan sumber daya manusia berupa kompetensi implementor
dan sumber daya finansial; 3. Disposisi, merupakan watah dan karakteristik dari
implementor itu sendiri yang meliputi komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis;
4. Struktur Birokrasi, aspek dari struktir birokrasi berupa Standard Operating
Procedure (SOP) dan fragmentasi (Widodo, 2010).

Menurut penelitian Mauldiana, et al. (2016) menyatakan bahwa
implemantasi Jamkesda ke JKN di Provinsi Jawa Tengah belum memiliki
indikator untuk mengukur keberhasilan sehingga keberhasilan masih bersifat
subyektif. Pada aspek komunikasi, masih banyak orang yang tidak perduli dengan
koordinasi sehingga strategi implementasi tidak dapat tersampaikan dengan baik.
Pada aspek sumber daya anggraran kurang mencukupi untuk kebutuhan
kabupaten/kota yang belum terintegrasi. Hal ini menjadi masalah utama dalam
implementasian pengintegrasian Jamkesda ke JKN. Pada aspek Disposisi, sikap
yang dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat dalam integrasi Jamkesda ke JKN
sudah baik dan semua pihak medukung pengintegrasian Jamkesda ke JKN ini.
Pada aspek struktur birokrasi belum terdapat SOP untuk melaksanakan
pengintegrasian Jamkesda ke JKN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aulia (2014), terdapat perbedaan
pemahaman dan kemampuan dalam mengelola jaminan kesehatan daerah. Hal ini
dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah provinsi dengan
pemerintah kabupaten/kota untuk pengitegrasian Jamkesda ke JKN. Pada standar
yang dijamin dalam program JKN belum memberikan cukup ruang bagi daerah
yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi/sangat tinggi untuk memberikan
manfaat lebih atau tambahan. Bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang
rendah/sedang, besaran PBI akan menjadi beban untuk program JKN karena
karena pada umumnya akan melebihi iuran yang ditanggung jamkesda. Hal ini
akan menyulitkan integrasi Jamkesda ke JKN serta kesiapan daerah juga menjadi
catatan penting mengingat fasilitas kesehatan di daerah belum memenuhi tuntutan

standar pemerintah pusat.
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Menurut beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa ada
beberapa kendala yang dialami oleh stakeholder yang berkaitan dengan integrasi
Jamkesda ke Program JKN diantaranya kendala pada manajemen kepesertaan,
keterbatasan sumber daya baik sumberdaya manusia dan anggaran, teknis
verifikasi dan validasi masyarakat miskin serta sistem BPJS yang masih baru.
Adanya landasan hukum dan pedoman pelaksanaan integrasi akan mengurangi
permasalahan dilapangan (Rukmini, et al,2017).

Pelaksanaan integrasi Jamsoskes Sumsel Semesta baru saja berjalan.
Perubahan kebijakan ini akan menimbulkan pemasalahan dan kekurangan dalam
pelaksanaannya sehingga peneliti perlu mengetahui kesiapan Pemerinta Provinsi
Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan pelaksana
lapangan khususnya Puskesmas di Kota Palembang dalam melaksanakan integrasi
Jamsoskes Sumsel Semesta ke Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian
ini diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan dan pelaksana lapangan khususnya Puskesmas di Kota
Palembang dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan pengintegrasian
Jamsoskes Sumsel Semesta ke Program JKN agar pengintegrasian Jamsoskes ke
JKN ini bisa berjalan secara efektif dan mayarakat Sumatera Selatan khususnya
masyarakat Kota Palembang dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan baik

dan bermutu.

1.2 Perumusan Masalah

Jaminan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk menjamin masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan
secara adil dan merata dan sebagai pemenuhan amanat dari Undang-Undang
Dasar 1945. Sejak tahun 2009 pemerintah telah membuat Program Jamsoskes
sebagai upaya dalam pembangunan kesehatan Di Provinsi Sumatera Selatan yang
diperuntukan bagi masyarakat yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Dengan
adanya Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan nomor 057/SE/DINKES/2018
mengenai penghentian masa berlaku program Jamsoskes Sumsel Semesta, maka
akan menimbulkan suatu perubahan kebijakan dengan cara pengintegrasian

Jamsoskes ke JKN. Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, akan
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menimbulkan permasalahan seperti bagaimana sistem pembayaran kesehatan pada
proses pengintegrasian, kesiapan dari pelaksana lapangan dalam hal ini Dinas
Kota Palembang dan salah satu puskesmas yang ada di Kota Palembang dalam
melaksanakan pengintegrasian dan memberikan edukasi kepada peserta
Jamsoskes yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, dan bagaimana cara
pemerintah Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Kesehatan menyalurkan
informasi mengenai penghentian Jamsoskes Sumsel Semesta dan pengintegrasian

Jamsoskes Sumsel Semesta ke Program JKN.

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Menganalisis Implementasi Integrasi Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta

ke Program JKN di Kota Palembang.

1.3.2  Tujuan Khusus

A. Menganalisis aspek komunikasi yang mempengaruhi implementasi integrasi
Jamsoskes Sumsel Semesta ke Program JKN di Kota Palembang.

B. Menganalisis aspek sumber daya yang mempengaruhi implementasi integrasi
Jamsoskes Sumsel Semesta ke Program JKN di Kota Palembang.

C. Menganalisis aspek disposisi yang mempengaruhi implementasi integrasi
Jamsoskes Sumsel Semesta ke Program JKN di Kota Palembang.

D. Menganalisis aspek struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi

integrasi Jamsoskes Sumsel Semesta ke Program JKNdi Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Bagi Pemerintah Sumatera Selatan
Sebagai dasar masukan untuk bahan pertimbangan dan pengambilan

keputusan dalam menjalankan program JKN.
1.4.2  Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Sebagai informasi dan bahan pembelajaran dalam mengkaji persiapan

perubahan program Jamsoskes ke Program JKN.
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1.4.3  Bagi Peneliti
Dapat menambah wawasan dan pengalaman dan sebagai hasil dari

penerapan ilmu selama perkuliahan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian
1.5.1 Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Plaju, Dinas Sosial Kota
Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan dan BPJS Kesehatan Cabang Palembang.

1.5.2 Lingkup Waktu
Pengambilan data dilaksanakan pada Bulan Maret sampai Bulan April

2019.

1.5.3  Lingkup Materi

Materi pada penelitian ini adalah Analisis Implementasi Integrasi
Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta ke Program JKN di Kota Palembang.
dilihat dari perspektif provider dalam hal ini Puskesmas Plaju dan petinggi pada
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan Teori Edward
III. Variable yang akan dianalisis adalah komunikasi (transmisi, kejelasan,
konsistensi), sumber daya (staff, informasi, fasilitas), disposisi, struktur birokrasi

(SOP dan fragmentasi).
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